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PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Hakim Tunggal  berdasarkan Surat  Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  56/KMA/HK.05/2/2022  tanggal  25  Februari  2022  tentang

Dispensasi/izin  sidang dengan Hakim Tunggal  telah menjatuhkan penetapan

atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad  Fauzan  Arifani  bin  Alriyadi,  NIK.  6302060201030005,  tempat

tanggal  lahir  Kotabaru,  02 Januari  2003,  umur 20 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat

kediaman  di  Jalan  Berangas,  RT.004,  Desa  Sigam,

Kecamatan  Pulau  Laut  Sigam,  Kabupaten  Kotabaru,

sebagai Pemohon I;

Siti  Fatimah binti  Colleng Detunru,  NIK.  6302064202020017,  tempat tanggal

lahir Kotabaru, 02 Februari  2002, umur 21 tahun, agama

Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga, tempat kediaman di Jalan Berangas, RT.004, Desa

Sigam,  Kecamatan  Pulau  Laut  Sigam,  Kabupaten

Kotabaru, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon yang dalam hal

ini  menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat  email:

www.fauzan2345@gmail.com, HP: 085650859536

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kota  Baru  secara
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elektronik (e-court), Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ktb, tanggal 5 Juli 2023, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  suami  istri  menikah

menurut  agama  Islam  pada  tanggal  13  Juli  2020  di  Desa  Sigam

Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah

sekaligus yang menikahkan bernama Colleng Detunru (ayah kandung

Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu M. Sakke

dan  Lukman  serta  uang  mahar  sejumlah  Rp139.900.-  (seratus  tiga

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), namun pada saat itu tidak

dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Laut Utara  sebagaimana surat  keterangan dari Kepala Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Pulau  Laut  Utara  Nomor  :  377/Kua.17.13-

6/PW.01/07/2023  tanggal  04  Juli  2023,   sehingga  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat

itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia dan Pemohon I dan

Pemohon II sering keluar malam sehingga dari pihak keluarga Pemohon

I  dan  Pemohon  II  memutuskan  untuk  menikahkan  Pemohon  I  dan

Pemohon II secara sirri;

3. Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram)

dan  tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  /  atau  tidak  ada

larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan

hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 01 (satu)

orang anak bernama Muhammad Uais Al-Qarni bin Muhammad Fauzan

Arifani, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2021 di Kotabaru.;

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut

dan  selama  itu  pula  Pemohon  dan  isteri  Pemohon  tetap  beragama
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Islam;

7. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  membutuhkan  penetapan

pengesahan  Nikah  (Its’bat  Nikah)  dari  Pengadilan  Agama  Kotabaru,

Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran

anak dan kartu keluarga;

8. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sanggup  membayar  seluruh

biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli

perkara  ini  untuk  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Fauzan

Arifani  bin  Alriyadi)  dan Pemohon II  (Siti  Fatimah binti  Colleng Detunru)

yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 di Desa Sigam Kecamatan

Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan

pengumuman Pengadilan Agama Kota Baru dengan surat pengumuman Nomor

38/Pdt.P/2023/PA.Ktb pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa pada hari  sidang yang telah  ditetapkan para Pemohon telah

datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas para Pemohon

yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati

oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  para  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil-dalilnya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I,

NIK:6302060201030005 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kotabaru.

Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan

dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  di-

nazagelen,  kemudian diberi  kode P.1 diberi  tanggal  dan paraf  Hakim

Tunggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili  atas nama Pemohon I,  Nomor

145/259/SG-2008/2023  tanggal  04  Juli  2023,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Desa  Sigam,  Kecamatan  Pulau  Laut  Sigam,  Kabupaten

Kotabaru. Bukti  fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

dicocokan dengan aslinya,  yang ternyata  sesuai  dengan aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf

Hakim Tunggal;

3. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  II,

NIK:6302064202020017  tanggal  19  Februari  2019,  yang  dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kotabaru.

Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan

dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  di-

nazagelen,  kemudian diberi  kode P.3 diberi  tanggal  dan paraf  Hakim

Tunggal;

4. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Pemohon  I,  Nomor

6301072212210001, tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Kabupaten

Kotabaru. Bukti  fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

dicocokan dengan aslinya,  yang ternyata  sesuai  dengan aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf

Hakim Tunggal;

5. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Colleng  Detunru,  Nomor

6302062211080111  tanggal  17  Januari  2020,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Kabupaten

Kotabaru. Bukti  fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,
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dicocokan dengan aslinya,  yang ternyata  sesuai  dengan aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf

Hakim Tunggal;

6.   Fotokopi Surat Keterangan Nomor 377/Kua.17.13-6/PW.01/07/2023

tanggal  04  Juli  2023,  yang  dikeluarkan oleh  Penghulu  Ahli

Madya/Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pulau  Laut  Utara,

Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Tunggal,  dicocokan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan

aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal

dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi  Surat  Keterangan Lahir atas  nama  Muhammad Uais  Al-

Qarni,  yang  dikeluarkan  oleh  Bidan/Penolong  Persalinan Swasta

Ernawati  Bukti  fotokopi  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim Tunggal,

dicocokan dengan aslinya,  yang ternyata  sesuai  dengan aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf

Hakim Tunggal;

B. Saksi:  

1. Colleng Detunru bin Muhammad, tempat tanggal lahir di Pinrang,

03 April 1960,  umur  63 tahun,  agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pekebun, tempat  kediaman  di  Jalan  Berangas,  RT.04,  Desa  Sigam,

Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah,

saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  karena

saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

 Bahwa para  Pemohon adalah pasangan suami  istri  yang telah

menikah secara Islam/sirri di pada tanggal 13 Juli 2020 di Desa Sigam

Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

 Bahwa  saksi  hadir  saat  para  Pemohon  melangsungkan

pernikahan sirri tersebut;

 Bahwa pada saat para Pemohon menikah  sirri,  yang  menjadi wali

nikah adalah ayah kandung yang bernama Colleng Detunru;
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 Bahwa  pada  saat  para  Pemohon  menikah  yang  menjadi  saksi

nikahnya adalah M. Sakke dan Lukman;

 Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II

ada  ijab  kabul  dengan  mahar/maskawin  berupa  uang namun  lupa

untuk nominalnya berapa;

 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka

dan Pemohon II berstatus Perawan;

 Bahwa antara  para  Pemohon tidak  ada hubungan darah (nasab),

sesusuan (radhaah) maupun hubungan semenda (mushaharah);

 Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

 Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  para  Pemohon  telah  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu)

orang  anak  bernama  Muhammad  Uais  Al-Qarni  bin  Muhammad

Fauzan Arifani, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2021 di Kotabaru;

 Bahwa  selama  hidup  sebagai  suami  istri,  para  Pemohon  tidak

pernah  bercerai  dan  juga  tidak  pernah  keluar  dari  agama  Islam

(murtad);

 Bahwa  maksud  dan  tujuan  para  Pemohon  mengajukan

permohonan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon

serta keperluan lainnya;

2. Bahara binti Laita, tempat tanggal lahir di Pinrang, 02 Maret 1963,

umur  60  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman di  Jalan  Berangas,  RT.04,  Desa

Sigam,  Kecamatan  Pulau  Laut  Sigam,  Kabupaten  Kotabaru,  setelah

bersumpah,  saksi  memberikan  keterangan  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  karena

saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

 Bahwa para  Pemohon adalah pasangan suami  istri  yang telah

menikah secara Islam/sirri di pada tanggal 13 Juli 2020 di Desa Sigam

Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
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 Bahwa  saksi  hadir  saat  para  Pemohon  melangsungkan

pernikahan sirri tersebut;

 Bahwa pada saat para Pemohon menikah  sirri,  yang  menjadi wali

nikah adalah ayah kandung yang bernama Colleng Detunru;

 Bahwa  pada  saat  para  Pemohon  menikah  yang  menjadi  saksi

nikahnya adalah M. Sakke dan Lukman;

 Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II

ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang mahar sejumlah

Rp139.900.00 (seratus  tiga  puluh  sembilan  ribu  sembilan  ratus

rupiah);

 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka

dan Pemohon II berstatus Perawan;

 Bahwa antara  para  Pemohon tidak  ada hubungan darah (nasab),

sesusuan (radhaah) maupun hubungan semenda (mushaharah);

 Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

 Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  para  Pemohon  telah  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu)

orang  anak  bernama  Muhammad  Uais  Al-Qarni  bin  Muhammad

Fauzan Arifani, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2021 di Kotabaru;

 Bahwa  selama  hidup  sebagai  suami  istri,  para  Pemohon  tidak

pernah  bercerai  dan  juga  tidak  pernah  keluar  dari  agama  Islam

(murtad);

 Bahwa  maksud  dan  tujuan  para  Pemohon  mengajukan

permohonan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon

serta keperluan lainnya;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  para  Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa  para  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan  tujuan permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut  ke  hadapan  sidang  secara  elektronik  (e-court) melalui  alamat  domisili

elektronik  Kuasa  para  Pemohon  berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  dan  18

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara

dan  Persidangan  Secara  Elektronik  sebagaimana  perubahan  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  jo.  Pasal  26  ayat  (4)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan

sesuai  dengan Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor

032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak

ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus

diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2)

Kompilasi  Hukum  Islam,  Pengadilan  Agama  in  casu Pengadilan  Agama

Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  para  Pemohon,

domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota

Baru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota

Baru;
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Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  memberikan  keterangan  dan

mendalilkan sebagai pasangan suami istri  yang sah, oleh karena pernikahan

tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga

para  Pemohon mendudukkan dirinya  sebagai  para  pihak dalam perkara  ini,

berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

(4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan

sebagai para pihak (persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  pada  pokoknya  mengajukan

permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  ini  adalah  karena  antara

Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan

hukum  Islam/sirri tetapi  belum  tercatat,  sementara  para  Pemohon  sangat

membutuhkannya  sebagai  dasar  pengurusan  akta  kelahiran  anak  para

pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa para  Pemohon untuk  membuktikan dalil-dalilnya

telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh

pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan

bermeterai cukup, maka Hakim tunggal menilai  bahwa  alat  bukti   tersebut

merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1)

huruf  (b),  pasal  5  dan  pasal  28  huruf  (c)  Undang-Undang  10  tahun  2020

tentang  Bea  Meterai,  maka  Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa  alat  bukti

tertulis (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  berupa  fotokopi  KTP

Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili Pemohon I dan

P.3  berupa  fotokopi  KTP  Pemohon  II maka  harus  dinyatakan  bahwa  para

Pemohon  yang  beragama  Islam  dan  berdomisili  dalam  wilayah  hukum
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Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif

Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi kartu keluarga

atas  nama  Para  Pemohon,  maka  harus  dinyatakan  bahwa  para  Pemohon

belum masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.7 berupa  fotokopi  surat  keterangan

kelahiran,  maka  harus  dinyatakan  bahwa  Para  Pemohon  dalam pernikahan

yang tidak tercatat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat keterangan nikah

tidak tercatat, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak

tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang  saksi  yang  kualifikasi  saksi-saksi  tersebut  tidak  bertentangan  dengan

ketetuan Pasal  172 Ayat  (1)  Angka 4  dan Ayat  (2)  RBg.,  juga memberikan

keterangan  di  muka  sidang  di  bawah  sumpahnya  sehingga  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  I  dan saksi  II  yang dihadirkan

para  Pemohon  tersebut  telah  memberikan  keterangan  berdasarkan

pengetahuannya sendiri  dan keterangan antar saksi  juga saling bersesuaian

yang pada pokoknya mengetahui  prosesi  pernikahan secara Islam/sirri para

Pemohon  atau  sekurang-kurangnya  mengetahui  akibat  hukum  atas

pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di

atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal

308 dan 309 RBg., dan Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut

cukup untuk  membuktikan kebenaran dalil-dalil  permohonan para  Pemohon,

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai  nilai  pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Bahwa antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  telah  menikah  secara

Islam/sirri pada tanggal 13 Juli 2020 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut

Sigam, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah adalah ayah kandung yang

bernama Colleng Detunru yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang
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bernama  M.  Sakke  dan  Lukman  dan  mahar/maskawin  berupa  uang

sejumlah  Rp139.900,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus

rupiah);

2. Bahwa saat pernikahan tersebut,  Pemohon I  berstatu Perjaka dan

Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara  para  Pemohon tidak  ada hubungan darah (nasab),

sesusuan (radhaah), ataupun semenda (mushaharah);

4. Bahwa  selama  hidup  sebagai  suami  istri,  para  Pemohon  tidak

pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);

5. Bahwa selama menikah sirri para Pemohon dan telah dikaruniai 01

(satu) orang anak;

6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan

atau mempermasalahkan atas pernikahan para Pemohon;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini

adalah  untuk  pengurusan  akta  kelahiran  anak  para  pemohon  serta

keperluan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  tersebut  di  atas,

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  telah  menikah  secara

Islam/sirri pada tanggal antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

secara Islam/sirri pada tanggal  13 Juli  2020 di  Desa Sigam Kecamatan

Pulau Laut  Sigam, Kabupaten Kotabaru  dengan wali  nikah adalah ayah

kandung yang bernama Colleng Detunru yang dihadiri oleh 2 (dua) orang

saksi  nikah yang bernama M.  Sakke dan Lukman dan mahar/maskawin

berupa  uang  sejumlah  Rp139.900,00 (seratus  tiga  puluh  sembilan  ribu

sembilan ratus rupiah);

2. Bahwa tidak ada halangan syar’i bagi para Pemohon untuk menikah;

3. Bahwa  para  Pemohon dan  telah  dikaruniai  01  (satu)  orang  anak

bernama Muhammad Uais Al-Qarni bin Muhammad Fauzan Arifani, yang

lahir pada tanggal 28 Maret 2021 di Kotabaru;
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4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah

untuk pencatatan perkawinan untuk pengurusan akta kelahiran anak para

pemohon serta keperluan lainnya ;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang  bahwa  terhadap  fakta  hukum  di  atas,  Hakim  Tunggal

mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang,  bahwa dalam Penjelasan  Pasal  49  huruf  (a)  angka  22

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menyebutkan  wewenang

Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

dijalankan  menurut  peraturan  yang  lain,  sehingga  Hakim  Tunggal  menilai

bahwa  berdasarkan  pasal  tersebut  wewenang  Pengadilan  Agama  dibatasi

hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak

yang  dilakukan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian  di  dalam  Kompilasi  Hukum

Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam

Pasal  7  ayat  (2)  menyebutkan dalam hal  perkawinan tidak dapat  dibuktikan

dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan

kemudian  dalam  ayat  (3)  disebutkan  “Itsbat  Nikah yang  dapat  diajukan  ke

Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  (a)

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta

nikah,  (c)  adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat

perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka

yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  halangan  perkawinan

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  pada

asasnya  itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian
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berdasarkan  Pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  telah  terjadi

pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan

itsbat nikah.  Berdasarkan KHI  tersebut  bahwa pengajuan  itsbat nikah dapat

terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf

(e)  pasal  tersebut,  dijelaskan  bahwa  itsbat  nikah  dapat  diajukan  terhadap

perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

permohonan  itsbat  nikah  harus  dilihat  secara  kasuistik.  Permohonan  itsbat

nikah  terhadap  perkawinan  yang  dilakukan  pasca  tahun  1974,  sepanjang

perkawinan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  agama  (Islam)  telah

terpenuhi  syarat  dan  rukun  sahnya  perkawinan  serta  tidak  bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami

tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  telah  terbukti

pernikahan  Pemohon  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan

sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta

syarat  pernikahan berupa kewajiban Pemohon I  memberikan mahar kepada

Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga

dinyatakan  terbukti  bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43,

44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang  bahwa  selama  ini  tidak  ada  pihak  yang  menyatakan

keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II,  maka

Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

dapat diterima;
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Mengingat  dalam Kitaab  al-Fiqh  ‘alaa  al-Madzaahib  al-Arba’ah  yang

telah  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  yang  berbunyi  sebagai

berikut:

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun

(unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah,

dua orang saksi, dan ijab qabul.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal

berpendapat  bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan  pemohon  II  terbukti

telah memenuhi  ketentuan  munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut

telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang

Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; 

Menimbang,  bahwa atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka

permohonan  Pemohon  cukup  beralasan  dan  berdasar  hukum,  karena  itu

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan

tersebut dapat dikabulkan dengan  diktum sebagaimana tersebut dalam amar

penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang,  bahwa  petitum  tentang  pencatatan  perkawinan,  Hakim

Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari  mereka

yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal

secara  ex-officio memerintahkan  kepada  para  Pemohon  agar  segera
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mendaftarkan  pernikahan  yang  telah  dinyatakan  sah  ini,  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten

Kotabaru  untuk  dicatat  oleh  petugas  tersebut  dalam  Buku  Pendaftaran

Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan

Pemohon  II  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

Mengingat  segala  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku

serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini; 

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Muhammad

Fauzan  Arifani  bin  Alriyadi)  dengan  Pemohon  II  (Siti  Fatimah  binti

Colleng Detunru) yang dilaksanakan pada tanggal  13 Juli  2020 di Desa

Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;  

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

perkawinannya  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pulau  Laut  Utara,

Kabupaten Kotabaru;  

4. Membebankan  biaya  perkara  sejumlah  Rp145.000,00  (seratus

empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;  

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Rabu tanggal  26 Juli 2023

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Imaduddin

Sakagama, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari

2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh

para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera,

Ttd.

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

2. Proses         Rp75.000,00

3. PNBP  Pendaftara  Surat  Kuasa

Rp10.000,00

4. PanggilanRp0,00

5. PNBP  Panggilan  Pertama

Rp20.000,00

6. Redaksi Rp10.000,00

7. Meterai Rp10.000,00+

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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